TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEMITRAAN 





(Studi Pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung) by Heni Lia Widiastuti, wid
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEMITRAAN 
LAZISNU DENGAN DOKTER DALAM PROGRAM KESEHATAN 
MASYARAKAT  
(Studi Pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung) 
Skripsi  
Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi 
 Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari‟ah 
 
Oleh: 
Heni Lia Widiastuti 
Npm: 1621030423 





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG 




TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEMITRAAN LAZISNU 
DENGAN DOKTER DALAM PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT 







Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi 
 Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 





HENI LIA WIDIASTUTI 
NPM : 1621030423 
 
 






Pembimbing 1 : Drs. Henry Iwansyah,M.A.. 
Pembimbing 2 : Muslim,S.H.I.,M.H.I.  
 
AKULTAS SYARI’AH 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
RADEN INTAN LAMPUNG 






 Kemitraan merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih 
yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa 
saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam suatu 
bidang tertentu, atau tujuan tertentu untuk memporoleh hasil yang baik. 
kemitraan diharapkan dapat menjadi solusi bagi program jalin kesehatan 
masyarakat di LAZISNU yang tidak memiliki tenaga kesehatan untuk 
menjalankan program jalin kesehatan masyarakat tersebut. 
 Permasalahanya adalah bagaimana sistem kemitraan LAZISNU dengan 
dokter dalam program kesehatan masyarakat?, bagaimana tinjauan hukum 
Islam tentang sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program 
kesehatan masyarakat?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana sistem kemitraan yang dilakukan LAZISNU dengan dokter dalam 
program kesehatan masyarakatdan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan 
masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat 
penilitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan 
dokumentasi.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang 
dilakukan oleh LAZISNU dengan dokter menggunakan perjanjian tertulis dan 
dilakukan berdasarkan prinsip tolong menolong. Dalam pelaksanaanya dokter 
memperoleh keuntungan dari segi bertambahnya pasien sedangkan LAZISNU 
diuntungkan karena program yang dimiliki dapat berjalan dengan baik sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai. . Kemitraan yang dilakukan antara 
LAZISNU dengan dokter dalam program jalin kesehatan masyarakat ini 
termasuk kedalam jenis kemitraan model mutualistik yaitu persekutuan dua 
pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan 
kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat 








                              
     
“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa danpelanggaran, dan bertaqwalah 
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Teriring do‟a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan 
berkah, nikmat, kedamaian, keindahan dan kemudahan dalam menjalani dan 
memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang, restu dan perlindungan-Nya yang 
selalu mengiringi di setiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan 
ketulusan hati dan penuh kasih sayang aku persembahkan karya sederhana ini 
sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada orang-orang terkasih: 
1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku kedua orang tuaku, 
Ayahandaku tercinta Jamaludin dan Ibundaku tercinta Nuraeni yang telah 
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hentinya mencurahkan kasih sayangnya, memberikan motivasi dan 
pengorbanan, selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita, 
terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, atas untaian do‟a 
yang tak pernah henti. Terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya. 
Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, 
Aamiin Allahumma Aamiin. 
2. Adikku tercinta Desti Intan Puspita. Terimakasih atas segala do‟a dan 
motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis. 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 
skripsi ini. 
Dengan penegasan tersebut menghindari kesalah pahaman dalam 
memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, di samping itu langkah 
ini merupakan  proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 
dibahas. Adapun  skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Sistem Kemitraan LAZISNU Dengan Dokter Dalam Program Kesehatan 
Masyarakat ( Studi  pada LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung) 
Selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat judul 
tersebut : 
1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan ; pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dsb) ; perbuatan meninjau;
2
 
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini 
berlaku dan mengikat bagi semua yang beragama Islam. Maksud hukum 
Islam disini adalah hukum Syariah.
3
 
                                                             
2
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat 
Bahasa, 2008), h. 1529 
3
  Ismail Muhamad  Syah, Filsafat Hukum Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 17 
 
 
3. Sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi 




4. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang formal antar individu-individu, 




5. LAZISNU adalah merupakan salah satu lembaga amil Zakat Nasional 












8. Kesehatan Masyarakat adalah seni memelihara, melindungi, dan 
meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha masyarakat 
dalam pengadaan pelayanan kesehatan.
9
 
Berdasarkan penegasan judul di atas, maka maksud skripsi ini adalah 
meninjau dari segi Hukum Islam tentang Sistem Kemitraan LAZISNU 
                                                             
4 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat 
Bahasa, 2008), h.1362 
5 Tonasih, Program Kemitraan Bidan-Dukun, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), h.1 
6
  Https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_ami_zakat_infaq_dan shadaqah, akses pada 15 
januari 2020 pukul 15.24 
7
 Ibid, h.361 
8
 Ibid, h. 
9
 Surahman dan Sudibyo Supardi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Jakarta: Pusdik SDM 
kesehatan, 2016), h.2 
 
 
dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat ( Studi  pada 
LAZISNU dan Mitra di Pringsewu Lampung) 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
a. Kemitraan adalah suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau 
lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar 
kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Namun sudahkah sistem 
kemitraan tersebut sesuai dengan syariatnya. 
b. Untuk mengetahui sistem kemitraan antara LAZISNU dengan dokter 
dan klinik.  Apakah sudah berjalan sesuai syariat atau belum, karena 
apabila sistem kemitraan antara lazisnu dengan dokter dan klinik ini 
sudah sesuai dengan ketentuan syariat, maka sangatlah bermanfaat. 
2. Secara Subjektif 
a. Tersedianya literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, yang 
memungkinkan terselesaikanya skripsi ini. 
b. Judul belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai : Tinjauan 
Hukum Islam tentang Sistem Kemitraan LAZISNU dengan Dokter  
dalam Program Kesehatan Masyarakat ( Studi  pada LAZISNU dan 
Mitra di Pringsewu Lampung) 
c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang 
ditekuni penulis , yaitu di program studi Muamalah pada Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Kemitraan merupakan sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau 
lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan 
rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam suatu 
bidang tertentu, atau tujuan tertentu untuk memporoleh hasil yang baik.
10
 
Menurut Sentonoe Kertonegoro yang dikutip oleh Rukmana 
mengatakan, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan 




Kerjasama itu penting dilakukan baik bagi suatu organisasi ataupun oleh 
individu. Kerjasama atau kemitraan juga dapat memberikan keuntungan 
kepada setiap pihak yang terlibat dalam jaringan kerjasama.
12
 Suatu 
kerjasama akan menimbulkan suatu kepedulian untuk saling mengingatkan 
dan membantu dalam mencapai tujuan tertentu
13
. Untuk menjamin 
keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang 
mengaturnya sebagaimana firman Allah  dalam Q.S Al-Maidah (5) : 2 yang 
berbunyi : 
                             
           
                                                             
10 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: 
Gavamedia, 2004), h. 129 
11 Nana Rukmana, Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen 
Pendidikan Berbasis Kemitraan, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 60 
12
 Laskmi, Konsep dan Praktik Kerjasama Antar Individu di Lembaga Informasi, (Jakarta: 
Indocamp, 2018),  h.2 
13




Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu 





HR. Bukhori Muslim tentang tolong menolong : 
ْ حَمِن َز ْيِد بِن خَا ِلٍد ا لُجَحِنْي َر ِضَي ا اللٌُو َعْنَو َقَل نَِبيُّ اللٌِو َو  َعن َا ِبْي َعبِد ا لرَّ
َصلَّي ا للٌُو َعَلْيِو َو َسٌلْم َمْن َجَهَز َغا ِز يًا ِفْي َسِبْيِل ا للٌِو فَ َقْد َغَزا , َو َمْن َخَلَف ًغا 
َفُق َعَلْيوِ   دْ ِز يًا ِفْي ا ْىِلِو ِبَخْيٍر فَ قَ           َغازَا, ُمت َ
Artinya : “Dari Abu Abdurrahman Zaid Bin Khalid Al-Juhaini ra.ia 
berkata Nabi SAW bersabda : “Barang siapa yang menyediakan 
bekal untuk berperang. Dan barang siapa yang ikut menjaga 
keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang (orang yang ikut 





Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa manusia dalam 
hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia di perintahkan untuk 
saling tolong menolong dalam hal kebaikan bukan saling tolong menolong 
dalam hal keburukan yang dapat menimbulkan dosa dan merugikan orang 
lain.  
Tidak diragukan lagi bahwa di dalam setiap masyarakat, terdapat orang-
orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan 
bekerja dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. 
Dengan memperhatikan bahwa menurut sudut pandang agama Islam, semua 
                                                             
14  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarata: CV. Naladana, 2004), h. 
106 
15
Ahmad Najih S, Terjemahan Riadlus Shalihin, (Surabaya: CV Karya Utama, 2013), h.86 
 
 
manusia adalah makhluk Allah Swt dan semua kekayaan pada dasarnya 
kepunyaan-Nya, maka kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu-
individu ini dalam batasan yang memungkinkan dan dapat diterima. Masalah 
ini membuktikan betapa pentingnya menjalin kerja sama dengan sesama 
individu dalam masyarakat. Jelaslah bahwa apabila diantara manusia dalam 
sebuah masyarakat memiliki semangat kerjasama yang besar, maka hal itu 
menjadi modal dalam kemajuan materi dan spiritual masyarakat karena 
kerjasama dan saling tolong menolong adalah sarana yang tepat untuk 
kemajuan dan perkembangan semua sisi dimasyarakat.16 
 LAZISNU adalah salah satu lembaga amil Zakat Nasional yang 
mengelola zakat, infaq, shadaqah di bawah naungan organisasi Nahdlatul 
Ulama yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui 
pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana 
kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan 
instansi lainnya. LAZISNU Pringsewu sudah berdiri sejak tahun 2016. 
Program yang dijalankan LAZISNU Pringsewu ini diantaranya pada bidang 
sosial dan  bencana, pendidikan, keagamaan dan kesehatan. Semua program 
yang terdapat pada LAZISNU biasa disebut atau lebih dikenal dengan NU 
CARE.   
 Program yang menjadi unggulan LAZISNU Pringsewu ini adalah 
program jalin kesehatan yang melayani kesehatan masyarakat seperti berobat 
jalan,  kontrol kehamilan, perawatan pasca operasi dan obat-obatan. Program 
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jalin kesehatan ini berjalan sejak tahun 2018. Seiring dengan melihat program 
kotak koin pondasi akhirat yang berjalan sangat baik di Pringsewu. Program 
jalin kesehatan ini hanya digratiskan kepada setiap masyarakat yang memiliki 
kotak koin pondasi akhirat yang biasa disebut dana infaq, kotak koin pondasi 
akhirat ini sendiri diberikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar untuk 
kemudian di isi uang tanpa di batasi jumlahnya. Dimana kotak koin itu akan 
ditarik oleh pengurus pada setiap bulan untuk dikumpulkan dananya. 
Langkah ini menjadi alternatif dan solusi masyarakat dalam memperoleh 
pengobatan murah dengan mekanisme yang mudah dan simpel, yakni dengan 
menunjukan kartu jalin kesehatan dan photo copy kartu keluarga, maka 
masyarakat akan mendapatkan fasilitas berobat gratis.  
 Pada progam  jalin kesehatan masyarakat di LAZISNU melakukan 
kerjasama dengan beberapa dokter  atau tenaga medis disekitar wilayah 
Pringsewu dengan mengratiskan biaya berobat kepada masyarakat yang 
memilki kotak koin pondasi akhirat untuk mempermudah jalanya program 
jalin kesehatan ini . 
 Berdasarkan keterangan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Kemitraan LAZISNU dengan 
Dokter  dalam Program Kesehatan Masyarakat (Studi  pada LAZISNU 
dan Mitra di Pringsewu Lampung). Sehingga penulis merasa bahwa hal ini 
perlu dikaji secara mendalam agar dalam praktiknya dapat dilaksanakan 
sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. 
 
 
D. Fokus Penelitian 
Area fokus penelitian yang akan diteliti adalah Kantor LAZISNU 
Pringsewu, dan sub fokus penelitian terdapat pada sistem kemitraan LAZISNU 
dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat. 
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana sistem kemitraan antara LAZISNU dengan dokter dalam 
program kesehatan masyarakat? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem kemitraan LAZISNU 
dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat? 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut. Penelitian 
yang dilakukan ini mempunyai tujuan akan dicapai, antara lain: 
1. Untuk mengetahui sistem kemitraan LAZISNU dengan dokter  dalam 
program kesehatan masyarakat. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem kemitraan 
LAZISNU dengan dokter dalam program kesehatan masyarakat yang terjadi 
di Pringsewu Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian 
1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan 
mampu memberikan pemahaman mengenai tentang bagaimana sistem 
kemitraan yang terjadi antara LAZISNU dengan dokter dalam program jalin 
kesehatan masyarakat dalam pandangan dan penelitian hukum Islam dan 
diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada 
 
 
umumnya, civitas akademik Fakutas Syariah. Jurusan Muamalah pada 
khususnya. Selain itu diharapkan menjadi simulator bagi penelitian 
selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan 
memperoleh hasi yang maksimal. 
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, 
gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian 
lapangan langsung tentang Sistem Kemitraan Antara LAZISNU Dengan 
Dokter Dalam Program Kesehatan Masyarakat ( Studi  pada LAZISNU dan 
Mitra di Pringsewu Lampung) 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), artinya 
penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.
17
 
penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan 
keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.
18
 
Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam 
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pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari 
lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini. 
b. Sifat Penelitian 
Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. 
Deskiriptif adalah hanya mendeskripsikan apa-apa yang saat ini 
berlaku.didalamnya terdapat upaya mendeskrpsikan, mencatat, analisis 
dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau 
ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya 
mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.
19
 
2. Data dan Sumber Data  
a. Data Primer 
Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari 
objek penelitian yaitu wawancara langsung dengan pengurus LAZISNU 
Pringsewu, dan pihak dokter sebagi mitra LAZISNU dalam program 
jalin kesehatan masyarakat sebagai sumber informasi yang diolah oleh 
peneiti.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen.
20
 Adapun  sumber data sekunder dari penelitian ini 
terdiri dari : Al-Qur‟an, hadist, dan buku-buku yang terkait dengan 
permasalahan. 
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3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari kumpulan 
satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran yang berkaitan 
dengan masalah penelitian.
21
 Populasi dalam penelitian ini adalah 15 
orang pengurus LAZISNU Pringsewu dan 3 orang dokter yang 
bekerjasama dengan LAZISNU. 
b. Sampel  
Sampel di definisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh 
yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel yang 
digunakan dalam peneitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik 
penentuan sampel yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat 
dengan populasi yang diketahui sebelumnya. 
Dalam hal ini penentuan sampel sebagai responden di tentukan 
berdasarkan kedudukanya yang dapat mewakili populasi penelitian.
22
 
Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah 3 orang pengurus 
LAZISNU  dan 3 dokter yang bekerjasama dengan LAZISNU. 
4. Metode pengumpulan data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karna tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan 
data. 
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Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan 
penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu 
menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang 
dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara (interview)  
Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.
23
 Dalam hal ini peneliti mewawancarai pengurus di 
LAZISNU serta beberapa dokter . 
b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi 
yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat 
kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.
24
 
5. Metode Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan 




a. Pemeriksaan Data (editing) 
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Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah 
diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuanya yaitu untuk 
mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar 




Koding adalah memberi tanda code terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa. 
26
 
c. Sistematisasi Data (Systemating) 
Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-
data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah 
beraturan sesuai dengan klasisifikasi data yang diperoleh.
27
 
6. Analisa Data 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini di sesuaikan 
dengan kajian penelitian. Dengan menggunakan metode berfikir induktif 
yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 
mendapatkan kaidah- kaidah-kaidah yang lebih umum mengenai fenomena 
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A. Konsep Akad 
1. Pengetian Akad 
Salah satu prinsip muamalah adalah „an-taradin atau asas kerelaan 
para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang 
sulit diukur kebenaranyaa, maka manifestasi dari suka sama suka itu 




Akad menurut bahasa memiliki beberapa arti antara lain:30 
a.) Mengikat (ar-rabthu), yaitu: 
Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah 
satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya 
menjadi sebagai sepotong benda. 
b.) Sambungan (aqdatun), yaitu: 
Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. 
c.)  Janji (Al-Ahdu) 
Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam 
syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau 
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Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab 
(pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul sesuai dengan kehendak syariat 
yang berpengaruh pada objek perikatan. pencantuman kata-kata yang 
“sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa  seluruh perikatan 
yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak 
sejalan dengan kehendak syara” misalnya, kesepakatan untuk melakukan 
transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. 
Adapun percantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” 
maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang 
melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).
32
 
Akad juga disebut kontrak antara dua pihak atau lebih yang bersifat 
mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi 
manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepkati.
33
 Dalam 
kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral 
karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk 
memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan 
harta atau manfaat sesuatu secara sah. 
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Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut akad 
(al‟aqdi), sedangkan secara termonologi adalah:“ Pertalian atau keterikan 
antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan rasulnya) 
yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.”
34
 
Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukan adanya keinginan dan 
kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. 
oleh karena itu, ijab qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-
masing pihak secara timbal balik. Dilain pihak akad adalah mengikat 
kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak 
terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah 
disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah 
ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-defined). Bila salah satu 
pihak dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibanya, maka 
ia/mereka menerima sanksi seperti yang telah disepkati.
35
 
Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan 
ijab yang diajukan oleh satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang 
menimbulkan akibat hukum pada objek akad (Basya, 1983). Aqad adalah 
pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan 
menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada 
objek perikatan  (Abidin, Radd al-Muhtar). Akad didefinisikan sebagai 
                                                             
34
Oni Sahroni, M. Hasanudin, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. RajaGrafindo 
Persada,2016), h.5 
35
Adi warman A.Karim, Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2014), h. 65 
 
 
hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang di 
benarkan oleh syara‟ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu 
(Djuwaini, 2010). Menurut syamsul Anwar perjanjian didefinisikan 
sebagai  pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang 
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Az-Zuhaili, 1989).
36
 
Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian 
akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat 
timbunya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah 
satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra 
akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad 
tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait, 
karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang 
tercermin dalam ijab dan qabul.
37
 
2. Dasar Hukum Akad 
Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah Al-Qur‟‟an. As-Sunnah, 
Itjihad. Berikut ini akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Al-
Quran dan As-Sunnah serta kaidah yang di formulasikan para ulama fiqh 
dalam bentuk kaidah fiqhyah mengenai prinsip-prinsip pokok transasksi 
dalam Islam. 
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Al-Qur‟‟an menggariskan bahwa sebuah akad yang sah apabila 
setiap pihak yang terlibat memenuhi kewajiban yang berkaitan. 
Dasar hukum dilakukanya akad dalam Al-Qur‟an adalah surat Al-
Maidah ayat 1, sebagai berikut: 
               
  Artinya :  “Hai orang-oarang yang beriman, penuhilah aqad-aqad  





Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi 
perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Isitiah aqdu dalam Al-Qur‟an 
mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak 
ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat 
seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun 




Setiap akad harus dilakukan dengan cara yang benar, saling 
sukarela (al-taradi), dan menghindari cara-cara yang bathil. Alah SWT 
memberi panduan dalam QS. An-Nissa ayat 29 
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                        
                      
       
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak 
benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 
suka sama suka diantara kamu”.
40
 (QS An-Nissa [4]:29) 
 
Ayat di atas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta 
orang lain dengan jalan bathil. Seperti dengan cara jalan riba, judi, 
menipu dan meganiaya. 
Wabah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat 
janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual 
beli, riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi 
kalian untuk mengambil hak milik selainmu dari keridhoan dan 




Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Al-nasai dari 
Abdullah bin Umar r.a., bahwa Nabi saw., bersabda: 
َعْن َعْبِد ا للٌِو ْبِن َعْمٍر و َر ِضَي ا للٌُو َعْنُو َا ٌن ا النٌِبيٌّ َصلَّى الّلُو َعَلْيِو َوَسّلَم َقال 
ُهنَّ َكاَنْت ِفْيِو اْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفْيِو َكاَن ُمَنا ِفًقا َخا ِلًصىا َوَمْن َكانَ  ْت ِفْيِو ُخْصَلةَّ ِمن ْ








َث َكّذَب َوِاَذا َعا َىَد َغَدَر َخْصَلةٌّ  َفاِق َحتَّى َيَد َعَها ِاَذ اْؤ تُِمنَّ َخاَن َوِاّذَخدِّ ِمْن الن َّ
 َوِاَذا َخاَصَم )رواه البخاري و مسلم( 
 
Artinya : “diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar.a.,bahwasanya Nabi 
SAW., bersabda: Empat hal bila ada pada seseorang, maka 
dia adalah seorang yang munafik tulen, dan barang siapa 
yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut 
maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia 
meninggalkanya. Yaitu, jika diberi amanat ia khianat, jika 
berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika 
berseteru curang”.(HR. A-Bukhari, Muslim, dan Al-Nasai 





Diriwayatkan oeh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.: 
َرِضَي اهللُ َقاَل : َسِمْعُت اَِّبيَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَّ يَ ُقْوُل : ِلُكلِّ َغاِدٍر َعْن ِإْبِن ُعَمَر 
  ِلَو اٌء يُ ْنَصُب بَِغْدَر تِِو اّلِقَيا َمِة. )رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما(
 
Artinya : “Diriwayakan dari Ibnu Umar r.a berkata: aku mendengar Nabi  
SAW,. Bersabda: bagi setiap penghianat akan diberikan bendera 
pada hari kiamat yang ditegakan sesuai kadar 






Ulama muslim sepakat berdasarkan makna khusus”akad”  
sebagaimana disebutkan dalam dail-dalil dapat dipahami bahwa akad 
adalah setiap kehendak yang timbul dari kedua belah pihak berdasarkan 
suka sama suka yang dibuktikan melalui ijab qabul. Dengan demikian 
kedua belah pihak terkait untuk melaksanakan hak-nya masing-masing.
44
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Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.5 
 
 
D. Kaidah fiqh, diantaranya: 
َعِقَد ْيِن َونَ َتَحْيُتُو َما ِإَلَز َماُه بِاا ت ََّعا ُقِد  أاَلْصُل ِفي اْلَعْقِد ِرَضي الِمت َ  
Artinya : “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah   pihak 
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang 
dilakukan.” 
 
Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karna itu, 
transasksi akan dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua 
belah pihak. Artinya, tidak sah apabila salah satu dalam keadaan terpaksa 
atau dipaksa atau tertipu.
45
 
  Berdasarkan kaidah ini, hasil yang diperoleh dari akad tergantung 
pada lafal yang digunakan oleh para pihak yang berakad. Tetapi 
tergantung pada maksud dan makna hakiki dari lafal yang diucapkan 
tersebut. Kaidah ini diterapkan pabaila terjadi perbedaan antara maksus 
tujuan para pihak yang berakad dengan lafal yang diucapkan, yang 
dipegang adaah maksud atau niat-niat para pihak.
46
 
3. Rukun akad  
Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi rukun dan 
syaratnya. Dalam menejelaskan rukun dan syarat akad terjadi perbedaan 
pendapat ulama. Perbeedaan ini muncul karena perbedaanya mereka dalam 
mendefinisikan rukun dan syarat 
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Rukun Menurut hanafiyah adalah “ apa yang keberadaanya tergantung 
pada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu”.
47
 
Menurut definisi ini maka menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah 
adalah shighat aqad, yaitu ijab dan qabul karena hakikat dari akad adalah 
ikatan anatara ijab dan kabul. Sementara, aqid dan ma’qud alih menurut 
golongan ini tidak termasuk rukun kedua unsur ini merupakan sesuatu 
yang berada diluar ini akad. Menurut mereka, aqid dan ma’qud alaih 
termasuk kedalam syarat-syarat akad. 
Rukun menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah adalah “apa yang 
keberadaanya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat 
sesuatu”. 
Berdasarkan definisi ini,yang menjadi rukun akad dikalangan jumhur 
fuqaha ada tiga yaitu aqidain (dua orang yang berakad), ma’qud alaih 
(objek akad). Dan shighat aqad ( ijab dan kabul). 
Ma‟qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), 
seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah 
atau pemberian, ghadai, dan utang.
48
 
Selain itu,ulama mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam 
rukun akad yaitu maudhul al-aqd (akibat hukum).
49
 
                                                             
47
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor 





Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari akad yang telah dibuat 
atau dilaksanakaan, yaitu: 
a. Semua akad secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang 
mengadakan akad. 
b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk halyang dinyatakan secara 
tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segalasesuatu menurut akad yang 
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah. 
c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang melakukan akad. 
d. Suatu akad dapat dibatalakan oleh pihak yang berpiutang.50 
4. Syarat Akad 
Syarat adalah apa yang keberadaanya tergantung kepada sesuatu dan ia 
bukan bagian dari hakikat sesuatu.
51
 Dalam masalah syarat-syarat akad 
seperti yang telah diuraikan,para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu 
terbagi pada empat macam, yaitu: 
1) Syarat terjadinya akad  
2) Syarat sah akad 
3) Syarat kelangsungan akad 
4) Syarat luzum 
a. Syarat Terjadinya Akad 
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Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk 
terjadinya akad secara syara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan 
menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :
52
 
1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. 
a.) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu yang dipandang mampu 
bertindak menurut hukum (mukalaf). 
b.) Objek akad diketahui oleh syara‟. 
c.) Akad itu tidak dilarang oleh syara‟. 
d.) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan 
akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat 
umum. 
e.) Akad itu bermanfaat. 




yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak 
diisyaratkan pada bagian lainya. Syarat khusus ini bisa juga disebut 
idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum.
54
 
3) Syarat Sah Akad 
Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara 
untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad 
tersebut rusak. 
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a.) Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, 
persekutuan,. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum 
mumayyiz tidak sah melakukan transaksi. 
b.) Shigat atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa 
ijab dan qabul. 
c.)  Al-Maqud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal  atau 
jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. 
d.) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‟ dan 
tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang 
dilakukan. Oleh akrena itu apabila tujuan akad berbeda dengan 
tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah, tujuan setiap 
akad, menurut ulam fiqh, hanya diketahui melalui syara’ dan 
harus sejalan dengan kehendak syara‟. Atas dasar itu, seluruh 
akadyang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak 
sejalan dengan kehendak syara’, maka hukumnya tidak sah
55
 
4) Syarat nafaz (Pelaksanaan Akad) 
Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan 
kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimilki oleh seseorang 
sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilkinya 
sesuai dengan aturan syara‟. Adapun kekuasaan adalah kemampuan 
seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara‟, baik 
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secara asl, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai 
penggantian (menjadi wakil seseorang).
56
 
5) Syarat luzum 
Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (lazim). Untuk 
lazimnya suatu akad diisyaratkan tidak ada hak. 
Selain syarat-syarat di atas, maka ada syarat lain menurut Wahbah 
Zuahaili dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, syarat shahih adalah syarat 
yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat 
substansi akad, dibenarkan oleh syara‟ atau sesuai kebiasaan 
masyarakat (urf). Kedua syarat fasid, yaitu syarat yang tidak sesuai 
dengan substansi atau mendukung akad. Ketiga, syarat fasid yaitu 
syarat yang tidak memenuhi.
57
 
5. Tujuan Akad 
Maudhu’ al-aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu 
bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dalam 
maudhu’ al-aqd adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan (al-
maqshad al-ashli alladzi syuri’a al-aqad min ajlih) 
a. Dari Segi Tujuanya :58 
a.)  Bertujuan tamlik. 
b.)  Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian). 




Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: 
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c.)  Bertujuan tautsiq (memperoleh kepercayaan) 
d.)  Bertujuan menyerahkan kekuasaan. 
e.)  Bertujuan mengadakan pemeliharaan. 
b. Dari segi faur dan istimrar :59 
a.) Akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaanya tidak 
memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akad hanya sebentar 
saja. 
b.)  Akad istimrar disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad 
terus berjalan. 




1.)  Dampak Khusus 
Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam 
pelaksanaan suatu kad atau maksud utama dilaksanakanya suatu 
akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual bel, hibah,wakaf, 
upah, dan lain-lain. 
2.)   Dampak Umum 
Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, 
baik dari segi hukum maupun hasil. 
6. Macam-Macam Akad 
Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan 
dillihat dari beberapa segi.  
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a. Akad bernama dan akad tidak bernama 
1.) Akad bernama 
Yang dimaksud akad bernama adalah akad yang sudah 
ditentukan namanya oleh pembuat Hukum dan ditentukan pula 
ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak 
berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat ada berapa 
jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat 
penyususnan sistematis tentang urutan-urutan akad itu.
61
 
 2.) Akad Tak Bernama 
Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara 
khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. 
Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak 
ditentukan oleh pembuat Hukum namanya yang khusus serta 
tidak ada aturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku 
ketentuan-ketentuan akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan 
oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.akad 
tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak 
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1.) Akad shahih 
Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun 
dan syarat-syarat hukum, dari akad shahih ini adalah berlakunya 
seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat 
pada pihak-pihak yang berakad. 
2.)  akad tidak shohih 
Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan 
pada rukun-rukun dan syarat-syaratnya,sehingga seluruh akibat 
hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak 
yang berakad. 
c.) Akad menurut tujuan terbagi atas dua jenis:64 
1.)  Akad Tabarru‟ adalah akad yang memang dimaksudkan untuk 
menolong dan murni semata-mata karena mengaharapkan 
ridha dan pahaladari Allah SWT, dan sama sekali tidak ada 
unsur mencari keuntungan. 
2.)  Akad Tijarro’yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari 
dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah 
dipenuhi semuanya. 
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c. dilihat dari segi objek, akad dibagi menjadi dua:65 
1.) Akad ainiyah’ yaitu akad yang sah jika terjadi serah terima objek 
akad. 
2.)  Akad ghoiri ainiyah’yaitu akad yang menjadi sah dengan hanya 
ijab qabul. 
 Perwujudan akad tampak ternyata pada keadaan berikut:
66
 
  1.) Dalam keadaan muwadha‟ah (taljiah), yaitu kesepakatan  dua orang 
secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini 
ada dua bentuk, sebagai berikut : 
a.) bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka 
berdu  akan mengadakan jual beli atau yang lainya secara lahiriah 
saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain, bahwa benda 
tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari 
pembayaran utang. Hal ini disebut mutawadhah pada asal akad. 
b.) muwadlah terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua   
orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar 
dihadapan na’ib.  
 2.) Dalam keadaan muwadlah pada pelaku, ialah seseorang yang secara 
lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri secara batiniah untuk 
keperluan orang lain. 
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7. Asas Asas Akad 
Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan 
atau kesetaraaan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, 
dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan 
manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. 
67
 
a.) Asas Ilahiyah (ketuhanan) 
Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan 
(ketauhidan). Dengan demikian,manusia memiliki tanggung jawab akan 
hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab padapihak 
kedua, tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidakakan 
berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatanya akan mendapatkan 
balasan dari Allah SWT. 
b.) Asas Al-Hurriyah (asas kebebasan) 
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-
pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat 
perjanjian (freedom of making contract), baik dari segi objek perjanjian 
maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain,termasuk menetapkan 
cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. 
c.)  Asas Al-Musawah (asas persamaan atau kesetaraan) 
 Hal ini menunjukan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing 
memiliki kelebihan dan dan kekuarangan. Untuk itu, antara manusia satu 
dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari 
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kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak 
menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kedzoliman 
yang dilakukan dalam perikatan tersebut. 
d.) Asas Al- Adalah (keadilan) 
 Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan, bahwa Alah berfirman: 
                       
                        
                       
 
Artinya : “sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan  
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkun 
bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya 




Sikap adil harus tercermin dalam kegiatan muamalat. Oleh karena itu, 
Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak 
boleh dilakukan oleh manusia.Hal ini disebut juga dengan kedzoliman.  
e.) Asas Al-Ridho (asas kerelaan) 
Dalam QS. An-Nisa : 29  
                       
                      
        
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlakuatas dasar 
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 




dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka 
sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada 
tekanan, paksaan, dan  penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka 
transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil. 
f.) Asas As-Shidq (asas kebenaran) 
Kejujuran adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala 
bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran 
ini tidak diterapakan dalam perikatan,maka akan merusakl egalitas 
perikatan itu sendiri. 
g.) Asas Al-Kitabah (asas tertulis) 
Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan 
dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung 
jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. 
8. Berakhirnya Akad 
Akad berakhir apabila telah tercapai tujuanya, selain telah tercapai 
tujuanya,akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh atau telah berakhir 
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a. berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak 
mempunyai tenggang waktu. 
b. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang. 
c. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya 
tidak mengikat. 
d. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika: 
1.) Jual beli yang dilaksanakan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan 
salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 
2.) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,. 
3.) Akad tersebut tidak dilakasanakan oleh salah satu pihak secara 
sempurna. 
4.) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Mengenai 
kematian ini terdapat perbedaan pendapat antara para fuqaha mengenai 
masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad 
mengakibatkan berakhirnya akad, sejalan dengan perbedaan pendapat 
mereka apakah akan ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau 
tidak demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana 









1. Pengertian Kemitraan 
Kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dalam jangka waktu tertentu dalam mendapatkan keuntungan bersama 
dengan prinsip saling membutuhkan.
71
 
Menurut Mulyadi berpendapat bahwa kemitraan adalah 
hubungan erat antara dua pihak atau lebih yang dilandasi oleh 
kompetensi dan kepercayaan (trust) di antara pihak-pihak yang terkait untuk 
menyediakan produk dan jasa yang menghasilkan.
72
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, 
kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau  
jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan 
adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam 
jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip 
saling membutuhkan dan saling membesarkan.
73
 Hal ini didasari oleh 
perwujudan cita-cita pola kemitraan untuk melaksankan sistem 
perekonomian gotong royong antara mitra yang kuat dari segi permodalan, 
pasar, dan kemampuan teknologi bersama petani golongan lemah yang tidak 
berpengalaman. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas usaha dan 
kesejahteraan atas dasar kepentingan bersama.
74
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Kemitraan jika dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata 
partnership, dan berasal dari akar kata partner, partner dapat diterjemahkan 
“pasangan, jodoh, sekutu atau kompayon”, sedangkan partnership 
diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini 
maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara 
dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar 
kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan 
kapasitas kapabilitas disuatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga 
dapat memperoleh hasil yanglebih baik.
75
 
Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong 
atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara indivindual maupun 
kelompok. Menurut Notoatmojo, kemitraan adaah suatu kerjasama formal 
antara individu-individu, kemompok-kelompok atau tujuan tertentu.
76
 
Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan 
diantara pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan sebagai fondasi 
untuk meletakan pilar-pilar kemitraan sebagai strategi dalam memacu 
keberhasilan dalam bermitra. Dilain pihak kemitraan adalah suatu proses 
yang memerlukan waktu dan berkembang secara dinamis untuk memenuhi 
harapan dan kebutuhan dari perilaku kemitraan. 
Bentuk kemitraan sejatinya mampu memberikan kesejahteraan bagi 
kehidupan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata dan 
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selaras dengan kemampuan masyarakat.kemitraan akan mencapai tujuanya 
jika kaidah saing memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan 
dapat dipertahankan untuk menjadi pedoman dasar yang kuat. Dalam suatu 
kemitraan diperukan knowledge atau pengetahuan yang menuntut bukan 
saja keuangan akan tetapi juga keahian manajemen.
77
 
Secara ekonomi kemitraan di definisikan sebagai berikut :
78
 
1. Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga 
(labour) maupun benda (property) atau keduanya untuk tujuan kegiatan 
ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian 
keuntungan dan kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra. 
2. “Partnership atau Alliance” adalah suatu asosiasi yang terdiri Dari dua 
orang atau usah yang sama-sama memiliki sebuah perusahaan dengan 
tujuan untuk mencari laba. 
3. Kemitraan adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai 
pemilik bersama yang menjalankaan suatu bisnis mencari keuntungan. 
4. Suatu kemitraan adalah suatu perusahaan dengan sejumlah pemilik 
uang menikmmati bersama keuntungan-keuntungan  dari perusahaan 
dan masing-masing menangggung liabilitas yang tidak terbatas atas 
hutang-hutang perusahaan. 
Ketika suatu kemitraan telah berjalan maka akan menimbulkan suatu 
perjanjian menurut Choiruman Pasaribu dan Suhwardi K.Lubis, perjanjian 




Mia Nur Damayanti, Kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan 
Antara Petani Semangka Di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Dengan CV. Bimandiri 
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adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya 
terhadap seseorang atau lebih.
79
 
Bertolak dari pengertian diatas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
80
 
a. Ada dua pihak atau lebih. 
b. Memiliki kesamaan visi dalam tujuan. 
c. Ada kesepakatan. 
d. Saling membutuhkan. 
Berdasarkan terjemahan dari asal katanya kemitraan dapat dimaknai 
sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang 
membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling 
membutukan. 
Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong 
atau kerjasama dari berbagai pihak,baik secara individual maupun 
kelompok. Menurut Notoatmodjo (2013) kemitraan adalah suatu kerjasama 
formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-
organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. 
Kemitraan merupakan sinergitas dari berbagai lembaga yang bermitra 
dengan asas kesejajaran. Oleh karena itu kemitraan yang dilaksanakan harus 
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sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yaitu prinsip keterbukaan dan 
kebersamaan, prinsip kejelasan hak dan kewajiban.
81
 
Ada berapa pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes 
RI,(Ditjen P2L & PM,2004)) meliputi: 
a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelansi 
antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupkan 
“mitra”atau “partner”. 
b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk 
kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara 
sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. 
c. Kemitraan adalah upaya melibatkan beberapa komponen baik sektor, 
keompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk 
bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasrkan atas 
kesepakatan,prinsip, dan peran masing-masing. 
d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seorang kelompok atau 
organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambi dan 
melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang 
berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-
masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila 
diperlukan. 
Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun 
badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra 
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tersebut dapat memiliki status setara, memiliki kesamaan misi atau misi 
berbeda tetapi tetap saling mengisi/melengkapi secara fungsional.
82
 
2. Unsur-Unsur Kemitraan 
Kemitraan memiliki beberapa unsur pokok yaitu :
83
 
1. Unsur kerjasama antara usaha kecil disatu pihak dan usaha menengah 
dilain pihak. 
2. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha kecil dan 
pengusaha menengah. 
3. Saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 
3. Tujuan Kemitraan 
Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “ win-win solution 
partnership”. Kesadaraan dan saling menguntungakan di sini tidak berarti 
parapartisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan 
kekuatan yang sama. Tetapi yang lebih penting adalah adanya posisi tawar 
setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, 
kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam 
berusaha seperti perluasan wawasan, kreativitas, etos kerja, kemampuan aspek-
aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan ke depan.
84
 
Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih 
baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan 
demikian kemitraan hendaknya memberikan kuntungan kepada pihak-pihak 
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yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau 
merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling 
menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang 
seimbang antara satu dengan yang lainya.
85
 
4. Prinsip Kemitraan  
Kemitraan memiliki prinsip dalam pelaksanaanya, Wibsono merumuskan 
tiga prinsip penting dalam kemitraan yaitu, :
86
 
a. Kesetaran atau keseimbangan. 
Pendekatanya bukan top down up, bukan juga berdasarkan kekuasaan 
semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan 
saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling 
percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan. Kewajiban dan ikatan. 
b. Transparansi . 
Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra 
kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi 
pengelolaan keuangan. 
c. Saling menguntungkan. 
Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. 
Terjadinya kegagalan dalam mitra di karenakan tidak bolehnya 
menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling 
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menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu tidak ada 
satu pihak pun yang boleh merasa diatas. 
Posisi mitra pada umumnya dapat dilihat dengan dua cara:  
1.) Harta Kemitraan 
Harta kemitraan adalah harta yan dimiliki oleh perusahaan, yaitu modal 
awal kemitraan atau hasil usaha, baik melalui perdagangan maupun 
dengan cara lain sebagai milik perusahaan atau untuk mencapai tujuan 
atau hal-hal yang menyangkut bisnis kemitraan. 
2.) Hak-hak Pokok Mitra 
Seorang mitra hendaknya dalam menjalin sebuah hubungan kerja 
memiliki dasar pokok sebagai berikut : 
a. Diberikan kepercayaan sepenuhnya secara fair dan baik dari co-
mitranya dalam segala bentuk kemitraan. 
b. Berhak untuk ikut ambil bagian dalam kemitraan. 
c. Dapat mencegah masuknya mitra baru di atas persetujuan co-
mitranya. 
d. Sifat dari kemitraan tidak dapat diubah tanpa persetujuan mutlak dari 
seluruh kemitraan. 
e. Mitra tidak dapat dipecat begitu saja dengan mayoritas co-mitra, 
kecuali di atas kesepakatan bersama diantarapara mitra. 
f. Berhak untuk memperoleh upah yang dianggap sebagai gaji atau 




5. Model-Model Kemitraan 
a. Pseudo partnership, atau kemitraan semu. 
Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi 
antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan 
kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainya. Bahkan pada suatu 
pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan 
yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. 
Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah 
pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, 
akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi 
yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.
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b. Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistik. 
Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau 
lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, 
yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, 
sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Dua 
agen/organisasi atau lebih yang memiliki status berbeda, melakukan 
kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama 
dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan 
visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain. 
c. Conjugation partnership, atau kemitraan melalui peleburan dan 
pengembangan. 





Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari 
kehidupan “paramecium”. Duaparamecium melakukan konjugasi untuk 
mendapatkan enerji dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya 
dapat melakukan pembelahan diri. Agen-agen, kelompok-kelompok atau 
perorangan yang memilki kelemahan didalam melakukan usaha atau tujuan 
dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat 




Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin 
antar organisasi, bentuk kemitraan yang sudah disepakati, kemudian di 
tuangkan dalam SK bersama, MOU, Pokja, Forum Komunikasi dan Kontrak 
Kerja/Perjanjian Kerja. 
Antar organisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dikutip dari 
sumber yang sama, sifat kemitraan ada 3 yakni : Insidental, Jangka Pendek 
dan Jangka Panjang. Sifat kemitraan Insidental berarti kemitraan karena 
kebutuhan sesaat. Jangka Pendek berarti kemitraan yang terjalin merupakan 
pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sifat kemitraan 
jangka panjang berarti kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu 
program tertentu. 
Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa inggris, 
yaitu partner contract, dan pengertian perjanjian kemitraan adalah suatu 




persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dibuat berdasarkan 
prinsip saling memerlukan, mempercayai dan memperkuat. 
Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas asas kehidupan 




1.) Subordinate union of partnership. 
2.) Linear union of partnership. 
 Linear collaborative of partnership. 
Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang 
berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut Subordinate union 
of partnership. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih 
yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu 
sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam 
suatu garis lurus yang seimbang satu dengan yang lainya, melainkan berada 
pada hubungan atas bawah, kuat lemah. 
6. Manfaat Kemitran 
Kemitraan memiliki beberapa manfaat, antara lain:
90
 
a.) Prokdutifitas merupakan perbandignan antara output dan input. 
Prokdutifitas adalah untuk mengetahui seberapa baik sebuah bisnis 
memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.
91
 







b.) Efisiensi. Efisiensi. Pengertian efisiensi secara umum adalah menekan 
biaya serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan.
92
 Dengan 
menerapkan efisiensidalam kemitraan,perusahaan besar dapat menghemat 
tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja 
yang dimiliki oleh perusahaan menengah. Sebaliknya perusahaan yang 
lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi 
dan sarana produksi,dengan bermitra akan dapat menghemat waktu.
93
 
c.) Risiko. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang 
dapat merugikan dan mengancam pencapaian tujuan maupun sasaran 
organisasi.
94
 Dengan demikian risiko yang akan di hadapi dapat 
ditanggung bersama.  
d.) Sosial. Dengan kemitraan usaha dapat memberikan dampak sosial ( social 
benefit) yang cukup tinggi. Selain itu melalui kemitraan dapat 
menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status. 
Kerjasama yang dimaksudkan disini adalah kerjasama dalam 
mendapatkan keuntungan sehingga terlebih dahulu harus ada akad atau 
perjanjian baik secara formal maupun dengan cara lain yang menunjukan 
bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara rela sama 
rela.untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat 
untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti 
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mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas 
dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.
95
 
Dalam kemitraan pasti ada objek yang dimitrakan. Apabila objeknya 
berupa benda atau barang maka syarat benda yang dimitrakan sama 
dengan syarat benda atau barang dalam jual beli dalam Islam.
96
 
C.  Perjanjian Kerja 
1. Pengertian Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja daam bahasa Belanda disebut disebut perjanjian 
pemburuhan (arbeidsoverkemkoms). Pasal 1601 KUHPerdata memberikan 
pengertian sebagai berikut :“ perjanjian kerja adalah suatu perjanjian 
dimana pihak kesatu siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah 
pihak yang lain, si majikan untuk waktu tetentu, melakukan pekerjaan 
dengan menerima upah” 
Menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah 
suatu perjanjian dimana pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan diri untuk 
bekerja dengan menerima upah pada pihak lain yakni majikan, dan 






                                                             
95
Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenda Media, 2003), h. 242 
96
Alil Muhammad, Fikih, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 26 
97
 Broto Suwiryo, Hukum Ketenagakrjaan (Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial 
Berdasarkan Asas Keadilan), (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017) h. 69 
 
 
2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja 
a) Adanya Unsur Pekerjaan 
Suatu perjanjian kerja haruslah ada suatu pekerjaan yang 
diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oeh pekerja itu sendiri, hanya 
dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain untuk mengerjakan, 
pekerjaan tersebut harusah berpedoman pada perjanjian kerja.
98
 
b) Adanya Unsur Pelayanan 
Bahwa dalam melakukan pekerjaan dilakukan sebagai manifestasi 
dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, pekerja yang 
bersangkutan harus tunduk pada perintah untuk melakukan pekerjaan 
sesuai dengan yang diperjanjikan. 
c) Adanya Unsur Waktu Tertentu 
Dalam meakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.oleh karena itu 
dalam melakukan pekerjaan pekerja tidak boleh melakukan 
sekehendak simajikan. 
d) Adanya Unsur Upah 
Upah memegang peranan penting daam hubungan kerja 
(perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama 
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seorang pekerja adalah untuk memperoleh upah. Sehingga apabila 




3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja 
Pada umunya setiap perjanjian kerja dibuat untuk memenuhi syarat 




a) Syarat Materil 
1.) Kesepakatan kedua belah pihak. 
2.) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 
3.) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 
4.) Pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b) Syarat Formil 
1.) Nama dan alamat. 
2.) Nama, jenis kelamin,umur dan alamat pekerja. 
3.) Jabatan atau jenis pekerjaan. 
4.) Tempat pekerjaan. 
5.) Besarnya upah dan cara pembayaran. 
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6.) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajban pengusaha dan 
pekerja. 
7.) Dimulai dan jangka waktu berlaknya perjanjian kerja. 
8.) Tempat dan tanggal perjanjian dibuat. 
9.) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
4.  Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja 
pembuatan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha akan 
menimbulkan hubungan kerja antara keduanya. Hubungan kerja tersebut 
akan melahirkan hak dan kewajban antara dua pihak yang membuat 
perjanjian. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan majikan 
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, unsur dan 
perintah. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka 
dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji. 
Hubungan kerja adalah hubungan anatara pekerja dengan 
majikanyang terjadi setelah perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian 
dimana pekerja menyatuakan kesanggupan untuk bekerja dan akan 
menerima upah dari yang mempekerjakan.
101
  
D. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik skripsi Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Sistem Kemitraan Antara LAZISNU Dengan Dokter Dalam 
Program Kesehatan Masyarakat, yaitu dari hasil penelitian sebagai berikut: 
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1. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi Analisis Kemitraan Asuransi 
Syariah Dengan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah 
Pemasaran Pada Produk Asuransi Jiwa Di PT.Asyki Sarana Sejahtera yang 
ditulis oleh Riska Rhobiyatul Khasanah.
102
 Pada skripsi inipenulis 
menyimpulkan bahwa : 
a. Pola kemitraan antara PT.Asyki sarana sejahtera dengan lembaga 
keuangan adalah pola kemitraan keagenan, dimana pihak asuransi atau 
PT.Asyki Sarana Sejahtera sebagai pemilik modal dan lembaga 
keuangan syariah (KJKS,BMT) sebagai pihak penyedia tenaga 
pemasaran. 
b. Strategi pemasaran melalui kemitraan yang diaplikasikan oleh lembaga 
keuangan yaitu: pendekatan nasabah, promosi, dan perencanaan 
produk. Ketiga strategi tersebut sangatlah penting guna kelangsungan 
kegiatan pemasaran produk dan menarik calon peserta asuransi. 
Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 
membahas tentang kemitraan.  Perbedaanya adalah penelitian diatas 
membahas tentang bermitra sebagai strategi pemasaran produk asuransi 
jiwa pada suatu PT. Sedangkan penelitian  saat ini berfokus pada 
bagaimana Hukum Islam tentang kemitraan yang dilakukan oleh 
LAZISNU dan dokter dalam program kesehatan masyarakat. 
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2.  penelitian dengan judul skripsi Pola Kemitraan Dinas Sosial-Lembaga 
Sosial Dalam Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makasar, 
yang ditulis oleh Busmiati.
103
 Dalam skripsi ini penulis menyimpukan 
bahwa : 
a. Dalam hal ini pola kemitraan yang digunakan dalam 
hubungankerjasama Dinas Sosial dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam program pembinaan anak jalanan adalah 
pola kemitraan semi produktif. Hal ini terlihat jelas dari hubungan 
kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) di Kota Makassar yang bisa dikatakan belum 
maksimal. Dinas sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) 
hanya menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.  
b. Dalam hal ini pola kemitraan yang digunakan dalam hubungan 
kerjasama Dinas Sosial dengan komunitas dalam program 
pembinaan anak jalanan adalah pola kemitraan kontra produktif.Hal 
ini dapat terlihat dari tidak adanya hubungan kerjasama antara Dinas 
Sosial dengan komunitas, walaupun selama ini secara tidak langsung 
tugas Dinas Sosial untuk mengurangi anak jalanan di Kota Makasar 
terbantukan dengan adanya komunitas. 
c. Masih terdapat hambatan dan tantangan dalam hubungan kerjasama 
Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial dalam programpembinaan anak 
jalanan di Kota Makassar. Adapun hambatannya yaitu pendataan di 
                                                             
103
 Busmiati, Pola Kemitraan Dinas Sosial-Lemabaga Sosial Dalam Program Pembinaan 
Anak Jalanan Di Kota Makasar, (Skripsi Program Sarjana Studi Imu Pemerintahan Universitas 
Hasanudin, Makasar, 2017), h.79 
 
 
lapangan, sarana & prasarana, koordinasi dengan lembaga sosial, 
anggaran dan visi & misi. Persamaan dengan penelitian sekarang 
adalah sama-sama membahas tentang kemitraan. Perbedaanya adalah 
penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui tentang pola kemitraan 
yang dilakukan pemerintah dinas sosial setempat dalam pembinaan 
anak jalanan. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana 
Hukum Islam tentang kemitraan yang dilakukan oleh LAZISNU dan 
dokter dalam program kesehatan masyarakat. 
3. Penelitian dengan judul skripsi Kemitraan Antara Lembaga 
Pemerintah Anak Dan Masyarakat (L-Pamas) Dan Pemerintah Desa 
Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak, yang ditulis 
oleh Anggi Herliani.
104
 Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan 
bahwa: 
a. Pola kemitraan antara L-PAMAS dan Pemerintah Desa Mataram 
adalah menggunakan model I. Hal ini didasarkan pada kriteria-
kriteria yang terdapat pada model I yang sama dengan apa yang ada 
pada kemitraan ini, yaknihanya berbentuk jaringan kerja saja. 
Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari 
perencanaannya, pelaksanaannya hingga evalusi. 
b. Kemitraan antara L-PAMAS dan Pemerintah Desa Mataram 
melahirkan banyak program. Hampir semua program yang 
dilaksanakan di Desa Mataram sasaran utamanya adalah anak, baik 
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secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu sesuai dengan 
tujuan kemitraan ini yakni pendampingan terhadap anak meliputi 
perlindungan terhadap kekerasan dan pemberdayaan anak sesuai 
potensinya. Isi dari program kemitraan pun dirasasudah sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan utama dari kemitraan ini 
yaknipemberdayaan dan perlindungan terhadap anak. 
c. Kendala yang menghambat kemitraan ini ialah mengenai sumber 
daya manusia yang kurang memadai dalam pelaksanaan program 
kemitraan. Selain itu, kurang lengkapnya fasilitas dan inovasi yang 
kurang baik dalam peaksanaan program disinyalir juga menjadi salah 
satu kendala yang sedikit menghambat pelaksanaan program. 
Masalah legalitas kemitraan antaraL-PAMAS dan Pemerintah Desa 
Mataram juga patut diperhitungkan, meskipun sekarang belum 
menjadi kendala tetapi di masa depan bisa menjadi 
kendalaPersamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 
membahas tentang kemitraan. Perbedaanya adalah penelitian diatas 
bertujuan untuk mengetahui tentang pola kemitraan yang dilakukan 
oleh Lembaga Pemerintah Anak Dan Masyarakat (L-Pamas) Dan 
Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan 
Anak. . Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana 
Hukum Islam tentang kemitraan yang dilakukan oleh LAZISNU dan 
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